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Abstraksi

ABSTRAK

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Blora, hal yang sangat menonjol adalah pentingnya fungsi pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 5 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora, terdapat lembaga khusus dalam bidang pengawasan pemerintahan. Bidang pengawasan selama ini menjadi bidang penentu atas kualitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Terjadinya banyak penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang selama ini kental lebih banyak disebabkan sebagai akibat lemahnya bidang pengawasan. Merajalelanya KKN( Korupsi, Kolusi, Nepotisme ) yang terjadi dalam birokrasi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh sistem pengawasan birokrasi yang buruk. Sistem pengawasan birokrasi yang ada mendorong aparat pengawas untuk terlibat dalam KKN.
Metode pendekatan yuridis normatif memiliki arti, yaitu dalam mengadakan pendekatan untuk membahas permasalahan digunakan kaidah-kaidah ilmu hukum, yaitu undang-undang dan peraturan lainnya. Metedologi ini memiliki kerangka konsepsional berupa teori-teori intern tentang hukum, teori-teori hukum normatif, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan.
	Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawasda Kabupaten Blora telah berjalan cukup baik, sekalipun masih terdapat hambatan-hambatan teknis di lapangan.  Selain itu dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator penilaian yang ada, yaitu : responsivitas, responsbilitas, akuntabilitas. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagian besar disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi beserta kebijakan dari pihak DPRD Kabupaten Blora. Kemungkinan hambatan yang timbul adalah kendala teknis di lapangan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait.
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